BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1680, 2020 KEMENKEU. Indeksasi dalam Penyusunan RKAKL
Pedoman. Standar Biaya. Standar Struktur Biaya.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 232 /PMK.02/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
71/PMK.02/2013 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR
STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyusun rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga dan rencana bisnis dan
anggaran badan layanan umum, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,
dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang
Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan
Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

b. bahwa untuk mengoptimalkan peran standar biaya

sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis
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Mengingat

kinerja dalam mendukung pembangunan nasional dan
mengakomodasi penyempurnaan sistem perencanaan
dan penganggaran melalui penguatan penerapan prinsip
efektifitas dan efisiensi dalam proses penganggaran,
perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,
dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana
telah diubah dengan  Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,
dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya,
Standar  Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
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tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,
dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 537)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya,
Standar  Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 342);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
71/PMK.02/2013 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA,
STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya,
Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor Nomor 51/PMK.02/2014  tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar
Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga yang  selanjutnya  disingkat
RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan
tahunan kementerian negara/lembaga yang disusun
menurut bagian anggaran kementerian
negara/lembaga.

2. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief

financial officer) baik berupa standar biaya masukan
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maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan
perhitungan kebutuhan anggaran dalam
penyusunan RKA-K/L.

Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang
ditetapkan untuk menyusun biaya komponen
keluaran (output).

Standar Biaya Keluaran yang adalah besaran biaya
yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran
(output).

Standar Biaya Keluaran Umum yang selanjutnya
disingkat SBKU adalah Standar Biaya Keluaran
yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian
negara/lembaga.

Standar Biaya Keluaran Khusus yang selanjutnya
disingkat SBKK adalah Standar Biaya Keluaran yang
berlaku untuk 1 (satu) kementerian
negara/lembaga.

Standar Struktur Biaya adalah batasan komposisi
biaya tertentu atas suatu keluaran
(output) /kegiatan/program tertentu yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief
financial officer) sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-K/L.

Indeksasi adalah parameter penyesuaian yang
digunakan untuk menghitung kebutuhan alokasi
biaya tahun yang direncanakan dan prakiraan maju
tahun anggaran berikutnya yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief

financial officer) sebagai acuan dalam penyusunan

RKA-K/L.
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